RENCANA KERJA TAHUNAN

Nama SKPD : Bapedalda Provinsi Sumbar

Tahun: 2016

1. Ditaatinya mekanisme, implementasi izin
lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

2. Meningkatnya efektifitas penanganan
kasus lingkungan hidup di Provinsi
Sumatera Barat

3. Terkendalinya beban pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup dari
usaha/kegiatan

4. Meningkatnya peran serta stakeholder
dalam pengelolaan lingkungan hidup

Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota
yang telah mengimplementasikan Standar
Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan
perundang-undangan

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang
mengimplementasikan perizinan lingkungan
sesuai peraturan perundang-undangan

Persentase dokumen perencanaan provinsi
dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat
diselesaikan

Indeks pencemaran air sungai (IPA)

Indeks standar pencemaran udara (IPU)

Peningkatan keikutertaan stakeholder dalam

program pengelolaan Lingkungan Hidup
- Persentase Jumlah Kab/Kota yang ikut program

Adipura

55%

60%

90%

58 < IPA < 66

82 < IPUi< 90

73,7%

Jumlah KPA kab/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan
Jumlah seluruh KPA Kab/kota

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan
lingkungan sesuai peraturan

0,
jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib perizinan lingkungan Al

Jumlah dok perencanaan prov/kab/kota yang sudah di-KLHS tahun 2016
Jumiah seluruh dokumen perencanaan prov/kab/kota yang wajib di-KLHS tahun 2016

Jumlah kasus yanqg dapat diselesaikan tahun 2016
Jumlah seluruh kasus yang masuk tahun 2016

X 100%
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(jumlah kab/kota yang ikut program adipura s.d tahun berjalan) / (jumlah seluruh Kat




5.

Meningkatnya implementasi Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang
lingkungan hidup

- persentase peningkatan jumlah usulan penerima

penghargaan Kalpataru Tk. Provinsi

Rasio keikutsertaaan Sekolah dalam program

adiwiyata

- Usaha/kegiatan peringkat biru proper yang
mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH

- Persentase peningkatan Nagari/Kelurahan yang
ikut program Nagari/Kelurahan Bersih

- Ratio keaktifan Bank sampah

Persentase capaian pelaksanaan SPM Provinsi
- Pelayanan informasi status mutu air

- Pelayanan informasi status mutu udara

ambien
- Pelayanan tindak lanjut pengaduan

masvyarakat

Persentase Kab/Kota yang capaian pelaksanaan
SPM nya > 80%

15%
3,96%
20%

5%

15%

100%

100%

100%

26%

(jumlah usulan tahun 2016 - jumlah usulan tahun 2015) / (jumiah usulan tahun 2015) X 1

(jumlah sekolah yang ikut program adiwiyata s.d tahun berjalan) / (jumlah seluruh sekolal

barat) X 100%

(jumlah usaha/kegiatan peringkat biru PROPER yang mengalokasikan CSR bidang LH) / (ir
usaha/kegiatan yang berperingkat biru) x 100%

(jumlah nagari/kelurahan yang ikut program nagari/kelurahan bersih tahun 2016 - jumlah
nagari/kelurahan yang ikut program nagari/kelurahan bersih tahun 2015) / (jumlah jumial
nagari/kelurahan yang ikut program nagari/kelurahan bersih tahun 2015) X 100% -
(jumlah bank sampah yang aktif) / (jumlah bank sampah yang ada di sumatera barat) x 1

(jumlah sungai yang dipantau, ditetapkan dan diinformasikan)/(jumlah sungai yang diteta

(jumlah kabj/kota yg dipantau dan diinformasikan kualitas udara ambien di 3 kawasan) / (

se-provinsi) x 100%
(jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti)/(jumlah pengaduan yang diterima) x 100%

(Jumlah Kab/Kota yang capaian pelaksanaan SPM nya > 80%) / (Jumlah seluruh Kab/Kot

An. KEPALA BAPEDALDA PROVIN
SLUMATERA BARAT




